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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian
Setelah sebelumnya dijelaskan mengenai hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka bab ini akan memaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh terdiri dari gambaran umum instansi, pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah, dan akuntabilitas laporan keuangan daerah.

4.1.1	Gambaran Umum Pemerintah Kota Bandung
Pemerintah Kota Bandung merupakan instansi atau organisasi pemerintahan yang mempunyai hak dan kewenangan dalam melaksanakan tugas desentralisasi yaitu mengatur dan mengurus kepentingan daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Hak dan kewenangan dalam wujud tugas dan kewajiban guna mencapai tujuan berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokratis, keadilan, pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dituangkan dalam kebijakan pembangunan.


4.1.1.1	Sejarah Singkat Pemerintah Kota Bandung
Menurut sejarah, Kota Bandung merupakan kota keempat yang memiliki status ekonom. Dari tahun 1906 hingga pertengahan tahun 1945, nama dan bentuk Pemerintah Kota Bandung berubah-ubah dari Gemeente (1 April 1906-1 Oktober 1926) menjadi Stadsgemeente (1 Oktober 1926-Pemerintah Jepang), kemudian menjadi Bandoeng SI/Kota Praja berdasarkan peraturan pemerintah (Karesidenan Priangan). Dalam kedudukan itu Kota Bandung senantiasa penuh dengan dinamika kehidupan sosial dan budaya, ekonomi maupun politik. Didalamnya banyak terjadi peristiwa atau momentum penting, baik berskala lokal dan regional maupun berskala rasional.
Pada zaman Pemerintahan Belanda, Gubernur Jenderal J.B.Van Heutz menetapkan Dayeuh Bandung menjadi Gemeente yang berlangsung selama 20 tahun 6 bulan secara implisit, sistem ini bertujuan untuk memelihara kepentingan orang-orang Eropa (khususnya Belanda) atau disebut orang asing yang berada atau tinggal di Kota Bandung yang diatur oleh hukumnya sendiri ditengah-tengah masyarakat pribumi yang menggunakan sistem pemerintahan yang mengacu pada nilai-nilai hukum adat di bawah kepemimpinan Bupati R.A.A. Martanegara. Berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal pada tanggal 27 Agustus 1926 Nomor 3 (Staat Glad 1926, No. 396) status Kota Bandung ditingkatkan menjadi ”Stadgemeente”.
Pada tanggal 15 Oktober 1945 dibawah kepemimpinan Walikota Bandung R.Syamsoerizal, Sekutu atau Inggris tiba di Bandung. Maka sebagai akibat dari peristiwa tersebut, Kota Bandung terbagi kedalam dua bagian yaitu Bandung Utara dan Bandung Selatan. Pada tanggal 24 Maret 1946 malam terjadi peristiwa heroik yaitu gerakan perlawanan masyarakat melalui gerakan bumi hangus yang dikenal dengan ”Bandung Lautan Api”. Untuk itu Pemerintah Kota Bandung terpaksa mengungsi, dan pengungsian tersebut berakhir setelah persetujuan Renville Kota Bandung yang dilaksanakantanggal 17 Januari 1949, maka Pemerintah Bandung pun kembali ke Bandung.
Pada masa berikutnya ”Negara Pasundan” (24 April 1948 sampai dengan 11 Maret 1949) Kota Bandung kembali pada statusnya ”Stadsgemeente” dengan sebutan ”Hamite Kota Bandung”. Namun sejalan dengan lenyapnya Negara Pasundan hilang pula istilah itu dan kemudian dengan sebutan ”Kota Besar Bandung”, yang berlaku mulai tanggal 15 Agustus 1950.
Pada tahun 1950 di Kota Bandung terjadi suatu peristiwa yang semakin mengokohkan perannya yang bukan hanya sebagai kota perdamaian yakni dengan berlangsungnya Konferensi Asia Afrika yang menghasilkan ikrar ”Dasasila Bandung”. Ada peristiwa penting tentang Kota Bandung pada sambutan yang memberikan nama ”Kota Asia Afrika”. Selain itu pada sekitar tahun 1955 tersebut, Kota Bandung juga mendapat kehormatan menjadi tempat kedudukan Dewan Konstituante.
Pada tahun 1957 Undang-Undang Pemerintah Daerah diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yang menyebabkan sebutan kota besar diganti dengan istilah ”Kota Praja Bandung”. Dan dengan keluarnya Surat Edaran Walikota Kepala Daerah Bandung Nomor 637 tanggal 19 Maret 1966, maka Kota Praja Bandung menjadi Kotamadya Bandung dan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang berlaku hingga sekarang ini.
Berdasarkan sejarahnya maka Kota Bandung mempunyai dua event yang dapat dijadikan titik tolak sejarah Kota Bandung yakni :
1. Hari jadi Kota Bandung tanggal 25 Mei 1811 mulainya Bandung dijadikan sebuah kota.
2. Hari jadi Kotamadya Bandung pada tanggal 1 April 1906 kotamadya yakni pemerintah kota yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang saat ini disebut Kotamadya Daerah Tingkat II.
Sampai saat ini Kota Bandung dipergunakan oleh dua pemerintahan yaitu Kodya Bandung dan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Adapun bilangan para Walikota Bandung yang memegang pemerintahan secara Ir.R.Oekar Brata Koesoemah sampai sekarang ini terlihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Urutan Walikota Bandung dan Masa Jabatannya

	No
	Walikota Bandung
	Masa Jabatan

	1.
	Croep
	(1949)

	2.
	R.H.Enoch
	(1949-1956)

	3.
	R.Priatna Koesoemah
	(1956-1964)

	4.
	R.Didi Djukardi
	(1966-1968)

	5.
	R.Otje Djundjunan Setia Koesoemah
	(1971-1976)

	6.
	H.Utju Djunaedi
	(1976-1978)

	7.
	H.Hoesen Wangsaatmadja
	(1978-1983)

	8.
	H.Ateng Wahyudi
	(1993-1988),(1988-1993)

	9.
	H.Wahyu Hamijaya
	(1993-1998)

	10.
	A.A.Tarmana
	(1998-2002)

	11.
	H.Dada Rosada,S.H.,M.Si
	(2003-2008)


Sumber : Pemerintah Kota Bandung, 2009


Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung
1) Visi Pemerintah Kota Bandung	
Manusia adalah khalifah Allah di bumi, yang merupakan makhluk yang bertugas mengurus bumi dengan seluruh isinya, dan berkewajiban memakmurkannya. Sebagai penguasa di bumi, manusia berkewajiban membudayakan alam ini guna menyiapkan kehidupan yang bahagia.
Tuhan Yang Maha Kuasa telah menganugerahkan Tatar Bandung sebagai bagian dari tanah Priangan yang ”Hejo Lembok”. Tatar Bandung secara administratif kewilayahan terdiri atas Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Kota Bandung sendiri berada di cekungan Tatar Bandung.
Pemerintah Kota Bandung sejak tahun 1993 telah merintis kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung yang direalisasikan dalam bentuk konsep Metropolitan Bandung. Hal ini dilakukan sebagai upaya efisiensi guna menjawab permasalahan dan kemampuan bersama dalam perencanaan dan pengelolaan Kota dan Kabupaten Bandung melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Pada tahun 1999 Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kabupaten Bandung telah menyepakati Visi Tatar Bandung, yaitu : ”Tatar Bandung 2020 Ramah dan Cerdas”.
Kota Bandung sebagai bagian dari Metropolitan Bandung harus mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh masyarakat kota yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang berdisiplin. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas Kota Bandung secara spesifik mempunyai visi yaitu :
”MENINGKATKAN PERAN KOTA BANDUNG SEBAGAI
 KOTA JASA, MENUJU TERWUJUDNYA KOTA YANG 
GENAH MERENAH TUMANINAH”

Definisi Operasional
Bandung sebagai Kota jasa, adalah kota yang menitikberatkan pada jasa pelayanan di bidang produksi dan mekanisme pasar. Apabila pelayanan meningkat, kehidupan sosial ekonomi budaya akan berkembang sesuai kemampuan dan kondisinya, sehingga akan mampu meningkatkan kehidupan masyarakat menuju kondisi kehidupan Genah Merenah Tumaninah.
”Genah”, mengandung arti : enak, senang, nyaman, aman, tenanga, tentram, keras, bahagia.
	”Merenah”, mengandung arti : rapih, indah, tertib, teratur, nyaman, serasi, tepat, benar, menempatkan sesuatu kepada tempatnya.
	”Tumaninah”, mengandung arti : senang, nyaman, puas, bahagia, tenang, menumbuhkan kekuatan batiniah, erat kaitannya dengan keimanan dan ketaqwaan.
Genah merenah tumaninah adalah rasa, berhubungan dengan perasaan, yang tercipta karena hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan pencipta-Nya. Semua itu akan dapat diwujudkan apabila bekerja, berkarya nyata, taat azas, peka terhadap berbagai masalah, bisa memilih yang benar dan salah, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, dan bertakaarub kepada-Nya.
Disamping itu juga, dituntut menghormati, memakai serta melaksanakan berbagai amanat leluhur yang tercermin dalam adat istiadat, tradisi, dan budaya setempat yang relevan dengan ajaran agama.

2) Misi Pemerintah Kota Bandung
Misi adalah tugas yang diemban Pemerintah Kota Bandung meliputi :
1. Meningkatkan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan dan mantapnya persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia.
2. Mewujudkan suasana yang kondusif, yaitu membangun kesadaran dan komitmen warga kota sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan kota melalui partisipasi aktif dengan mengembangkan kreativitas dan motivasi keberhasilan pembangunan.
3. Mewujudkan Kota Bandung yang terbebas dari penyakit masyarakat.
4. Mewujudkan otonomi daerah dalam rangka membangun kota yang tertata rapih, nyaman dan layak huni melalui pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung pembangunan ekonomi, sosial, manajemen tata ruang dan lingkungan.

5. Mewujudkan aparatur Pemerintah Kota yang koordinatif, berfungsi melayani masyarakat, professional, berdaya guna, produktif, transparan, dan bebas dari perilaku penyimpangan.
6. Meningkatkan kesejahteraan, yaitu pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia, produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan berkelanjutan.
7. Menciptakan dan meningkatkan daya tarik kota, yaitu tertatanya sentra-sentra ekonomi secara merata di seluruh kota dengan didukung sistem transportasi yang memadai.
8. Menciptakan kemudahan investasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
9. Mewujudkan sistem dan iklim pendidikan yang demokratis dan bermutu, guna memperteguh persaudaraan yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggungjawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia dan masyarakat.



4.1.1.2	Struktur Organisasi
Suatu organisasi, baik organisasi profit ataupun non profit seperti organisasi pemerintahan pasti mempunyai struktur organisasi dan uraian jabatan yang jelas dan tegas, sebab hal itu akan membuat adanya pembagian kerja yang tegas antara satu bagian dengan bagian lainnya. Setiap anggota organisasi akan bekerja sesuai dengan tugas yang telah digariskan, sehingga tidak ada kesalahan pendelegasian wewenang. Penyelenggaraan pemerintahan kota menjadi lebih terarah dan terpadu. Kegiatan pemerintahan akan dapat berjalan dengan lancar sehingga akan lebih mudah untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah kota yaitu mewujudkan kehidupan warga kota yang demokratis, dalam tatanan masyarakat kota yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera.
Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 325 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Bagian Keuangan Sekretariat daerah Kota Bandung.
Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung menggunakan struktur organisasi garis, untuk lebih jelasnya susunan organisasi Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung adalah sebagai berikut :
Bagian Keuangan  membawahi :
1.   Sub Bagian Penatausahaan dan Anggaran
2.   Sub Bagian Perbendaharaan Kas Daerah
3.   Sub Bagian Pembukuan
4.   Sub Bagian Verifikasi
5.   Sub Bagian Belanja Pegawai

4.1.1.3  Uraian Pekerjaan 
Dalam rangka mendapatkan data untuk menyusun skripsi ini, penulis mengadakan penelitian dan observasi pada Sub Bagian Akuntansi Bagian Keuangan Pemerintah Kota Bandung yang berlokasi di Jl. Wastukencana No. 2 Bandung. Bagian Keuangan Pemerintah Kota Bandung membawahi lima sub bagian yaitu diantaranya Sub Bagian Penatausahaan dan Anggaran, Sub Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah, dan Sub Bagian Pembukuan, Sub Bagian Verifikasi, Sub Bagian Belanja Pegawai.
Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok sebagai asisten administrasi di bidang perumusan kebujakan administrasi keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, bagian keuangan juga mempunyai fungsi tersendiri.
Adapun fungsi dari bagian keuangan adalah sebagai berikut :
a.	Pelaksanaan dan penyusunan rencana pengelolaan keuangan daerah
b.	Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan daerah
c.	Pengumpulan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
d.	Pelaksanaan pengkoordinasian perumusan kebijakan administrasi keuangan daerah
e.	Pelaksanaan Evaluasi, monitoring dan pengendalian kegiatan pengelolaan administrasi keuangan daerah
Bagian keuangan membawahi 5 (lima) sub bagian, yaitu sebagai berikut :
1).   Sub Bagian Anggaran 
1. Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Keuangan di bidang administrasi Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD);
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bagian Anggaran mempunyai fungsi: 
a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan penyusunan rencana APBD;
b. Pelaksanaan administrasi persiapan pelaksanaan APBD;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi persiapan pelaksanaan APBD.
2).	Sub Bagian Perbendaharaan
1. Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Keuangan di bidang administrasi perbendaharaan pelaksanaan APBD;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan penyusunan rencana administrasi perbendaharaan;
b. Pelaksanaan administrasi perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD.
3).	Sub Bagian Verifikasi
1. Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Keuangan di bidang administrasi Verifikasi pelaksanaan APBD;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bagian Verifikasi mempunyai fungsi: 
a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan penyusunan rencana administrasi verifikasi pelaksanaan APBD ;
b. Pelaksanaan administrasi verifikasi APBD ;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi verifikasi APBD.
4).	   Sub Bagian Pembukuan
1. Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Keuangan di bidang administrasi Pembukuan Keuangan Daerah;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bagian Verifikasi mempunyai fungsi  sebagai berikut :
a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan penyusunan rencana administrasi pembukuan keuangan Daerah;
b. Pelaksanaan administrasi pembukuan keuangan Daerah;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi pembukuan keuangan Daerah.
5).	Sub Bagian Belanja Pegawai
1. Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Keuangan di bidang administrasi pengelolaan Belanja Pegawai ;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bagian Belanja Pegawai mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan penyusunan rencana administrasi keuangan belanja pegawai dan pensiun;
b. Pelaksanaan administrasi keuangan belanja pegawai dan pensiun;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi keuangan belanja pegawai dan pensiun.


4.1.1.4	Aktivitas Pemerintah Kota Bandung
Tujuan utama dari Pemerintah Kota Bandung adalah menambah dan menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Pada halaman selanjutnya akan dijelaskan mengenai aktivitas Pemerintah Kota Bandung secara garis besarnya.
1.	Mengelola sumber daya alam
2.	Mengelola keuangan daerah
3.	Melaksanakan aktivitas wajib yang tidak dapat dilimpahkan kepada pemerintah yang lebih tinggi
4.	Mengatur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
5.	Kerja sama antar daerah dan badan lain
6.	Kerja sama dengan luar negeri
7.	Pembangunan kawasan perkotaan
Dalam melakukan aktivitasnya Pemerintah Kota Bandung dilengkapi oleh perangkat daerah. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga yang bertanggungjawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah (Gubernur dan Walikota atau Bupati) dalam penyelenggaraan pemerintah, perangkat pemerintah daerah tersebut adalah sebagai berikut :
1. Sekretariat Daerah Kota (Sekdakot)
Sekretariat mempunyai aktivitas atau tugas membantu kepala daerah dan melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada perangkat daerah yang lainnya.
Secara lebih rinci aktivitas Sekretariat Daerah Kota Bandung (Sekdakot) adalah sebagai berikut :
a.	Mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah
b.	Menyelenggarakan administrasi pemerintah
c.	Mengelola sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintah daerah
d.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Dinas Daerah
Dinas daerah merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah oleh seorang kepala daerah dan bertanggungjawab kepada daerah melalui sekretariat daerah kota (Sekdakot). Dinas daerah mempunyai aktivitas sebagai berikut :
a.	Merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
b.	Memberikan izin dan pelayanan umum
c.	Membina dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

4.1.1.5	Profil Responden
	Data responden yang berhasil dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 15 responden. Sesuai dengan ukuran sampel yang telah ditentukan dalam Bab III. Data mengenai karakteristik responden adalah sebagai berikut :
a.     Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut :
Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

	Jenis Kelamin
	Jumlah Responden
	Persentase %

	Pria
	9
	60%

	Wanita
	6
	40%

	Jumlah
	15
	100%


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009
Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui profil karyawan Sub Bagian Akuntansi Bagian Keuangan Pemerintah Kota Bandung berdasarkan jenis kelamin. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 9 orang atau sebesar 60% dan responden yang berjenis kelamin wanita berjumlah 6 orang atau sebesar 40%, jadi responden paling banyak berdasarkan jenis kelamin adalah pria.

b.     Profil Responden Berdasarkan Usia
	 Profil responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.3 Sebagai berikut :
Tabel 4.3 
Profil Responden Berdasarkan Usia

	Usia
	Jumlah Responden
	Persentase %

	21-30 Tahun
	2
				13,3 %

	31-40 Tahun
	6
	40 %

	41-50 Tahun
	3
	20 %

	> 50 Tahun
	4
	26,7%

	Jumlah
	15
	100%


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009
	   Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui profil karyawan Sub Bagian Akuntansi Bagian Keuangan Pemerintah Kota Bandung berdasarkan usia. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden yang berusia 21-30 tahun berjumlah 2 orang atau sebesar 13,3%, yang berusia 31-40 tahun berjumlah 6 orang atau sebesar 40%, untuk yang berusia 41-50 tahun berjumlah 3 orang atau sebesar 20% dan yang berusia diatas 50 tahun berjumlah 4 orang atau sebesar 26,7%. Jadi responden paling banyak berdasarkan usia adalah responden yang berusia antara 31-40 tahun.

c.      Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
  Profil responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut :
Tabel 4.4 
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

	Pendidikan Terakhir
	Jumlah Responden
	Persentase %

	SLTA-DI
				3	
	20 %

	DII-DIII
	2
	13,3 %

	S1-S2
	10
	66.7 %

	Lainnya
	0
	0

	Jumlah
	15
	100 %


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009
Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui profil karyawan Sub Bagian Akuntansi Bagian Keuangan Pemerintah Kota Bandung berdasarkan pendidikan terakhir. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa responden yang berpendidikan terakhir SLTA-DI berjumlah 3 orang atau 20%, untuk responden yang berpendidikan terakhir DII-DIII berjumlah 2 orang atau 13,3%, dan untuk responden yang berpendidikan terakhir SI-S2 berjumlah 10 orang atau 66,7%. Jadi responden paling banyak berdasarkan pendidikan terakhir adalah SI-S2.

d.	   Profil Responden Berdasarkan Jabatan
Profil responden berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut:
Tabel 4.5
Profil Responden Berdasarkan Jabatan

	Jabatan
	Jumlah Responden
	Persentase %

	Pelaksana
	10
	66,7 %

	Staf Keuangan
	5
	33,3 %

	Jumlah
	15
	100 %


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009
Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui profil karyawan Sub Bagian Akuntansi Bagian Keuangan Pemerintah Kota Bandung berdasarkan jabatan. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa responden yang jabatannya sebagai Pelaksana berjumlah 10 orang atau sebesar 66,7%, dan responden yang jabatannya sebagai Staf Keuangan berjumlah 5 orang atau sebesar 33,3%. Jadi responden paling banyak berdasarkan jabatan adalah Pelaksana.

e.	Profil Responden Berdasarkan Lamanya Bekerja
Profil responden berdasarkan lamanya bekerja dapat dilihat pada Tabel 4.6 seperti di bawah ini :



Tabel 4.6
Profil Responden Berdasarkan Lamanya Bekerja

	Lamanya Bekerja
	Jumlah Responden
	Persentase %

	1-10 Tahun
	6
	40 %

	11-20 Tahun
	4
	26,7 %

	21-30 Tahun
	3
	20 %

	> 30 Tahun
	2
	13,3 %

	Jumlah
	15
	100 %


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009
Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui profil karyawan Sub Bagian Akuntansi Bagian Keuangan Pemerintah Kota Bandung berdasarkan lamanya bekerja. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden yang lama bekerjanya berkisar antara 1-10 tahun berjumlah 6 orang atau sebesar 40%, untuk responden yang lama bekerjanya antara 11-20 tahun berjumlah 4 orang atau sebesar 26,7%. Sedangkan responden yang lama bekerjanya antara 21-30 tahun berjumlah 3 orang atau sebesar 20% dan untuk responden yang lama bekerjanya lebih dari 30 tahun adalah berjumlah 2 orang atau sebesar 13,3%. Jadi responden paling banyak berdasarkan lamanya bekerja adalah adalah antara 1-10 tahun.

4.1.2	Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Bandung
Sistem akuntansi keuangan daerah dalam lingkungan Pemerintah Kota Bandung merupakan wujud dari ketaatan pemerintah kota pada peraturan pemerintah salah satunya Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2006 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Ada beberapa patokan dalam menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan yaitu sebagai berikut :

4.1.2.1  Pencatatan	
Pencatatan, Pemerintah Kota Bandung melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry dan menggunakan cash basis selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan accrual basis untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas pemerintah.
Tabel 4.7
Metode pencatatan sistem double entry

	Tanggapan
	Bobot
	Frekuensi
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	5
	14
	70
	94,6

	Setuju
	4
	1
	4
	5,4

	Ragu-ragu
	3
	0
	0
	0

	Tidak Setuju
	2
	0
	0
	0

	Sangat Tidak Setuju
	1
	0
	0
	0

	Jumlah
	15
	74
	100


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 94,6%, yang menyatakan setuju sebesar 5,4%, ragu-ragu 0%, tidak setuju 0% dan sangat tidak setuju 0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan sangat setuju apabila metode pencatatan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bandung menggunakan sistem double entry.	









Tabel 4.8
pencatatan akuntansi dengan cash basis untuk pengakuan belanja dan pembiayaan

	Tanggapan
	Bobot
	Frekuensi
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	5
	9
	45
	65,2

	Setuju
	4
	6
	24
	34,8

	Ragu-ragu
	3
	0
	0
	0

	Tidak Setuju
	2
	0
	0
	0

	Sangat Tidak Setuju
	1
	0
	0
	0

	Jumlah
	15
	69
	100


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 65,2%, setuju sebesar 34,8%, ragu-ragu 0%, tidak setuju 0% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan sangat setuju jika Dalam pelaksanaan administrasi keuangan Pemerintah Kota Bandung melakukan pencatatan akuntansi dengan cash basis untuk pengakuan belanja dan pembiayaan.

Tabel 4.9
tidak melakukan pencatatan akuntansi dengan cash basis untuk pengakuan belanja dan pembiayaan

	Tanggapan
	Bobot
	Frekuensi
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	1
	0
	0
	0

	Setuju
	2
	0
	0
	0

	Ragu-ragu
	3
	0
	0
	0

	Tidak Setuju
	4
	4
	16
	22,5

	Sangat Tidak Setuju
	5
	11
	55
	77,5

	Jumlah
	15
	71
	100


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009

Berdasarkan Tabel 4.9 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 0%, setuju sebesar 0%, ragu-ragu sebesar 0%, tidak setuju sebesar 22,5%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 77,5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan sangat tidak setuju jika Dalam pelaksanaan administrasi keuangan Pemerintah Kota Bandung tidak melakukan pencatatan akuntansi dengan cash basis untuk pengakuan belanja dan pembiayaan.

Tabel 4.10
Dalam pelaksanaan administrasi keuangan untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Kota Bandung melakukan pencatatan akuntansi dengan menggunakan accrual basis

	Tanggapan
	Bobot
	Frekuensi
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	5
	12
	60
	83,3

	Setuju
	4
	3
	12
	16,7

	Ragu-ragu
	3
	0
	0
	0

	Tidak Setuju
	2
	0
	0
	0

	Sangat Tidak Setuju
	1
	0
	0
	0

	Jumlah
	
	15
	72
	100


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009
Berdasarkan Tabel 4.10 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 83,3%, setuju sebesar 16,7%, ragu-ragu sebesar 0%, tidak setuju sebesar 0%, dan sangat tidak setuju sebesar 0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan sangat setuju jika Dalam pelaksanaan administrasi keuangan untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Kota Bandung melakukan pencatatan akuntansi dengan menggunakan accrual basis.

		





Tabel 4.11
Pelaksanaan administrasi keuangan untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Kota Bandung tidak melakukan pencatatan akuntansi dengan menggunakan accrual basis

	Tanggapan
	Bobot
	Frekuensi
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	1
	0
	0
	0

	Setuju
	2
	0
	0
	0

	Ragu-ragu
	3
	0
	0
	0

	Tidak Setuju
	4
	3
	12
	16,7

	Sangat Tidak Setuju
	5
	12
	60
	83,3

	Jumlah
	15
	72
	100


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009

Berdasarkan Tabel 4.11 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 0%, setuju sebesar 0%, ragu-ragu sebesar 0%, tidak setuju sebesar 83,3%, dan yang menyatakan tidak setuju sebesar 16,7%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan sangat tidak setuju jika dalam pelaksanaan administrasi keuangan untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Kota Bandung tidak melakukan pencatatan akuntansi dengan menggunakan accrual basis.

4.1.2.2	Penggolongan dan Pengikhtisaran
Komponen-komponen penggolongan dan pengikhtisaran meliputi: adanya penjurnalan dan posting ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan.







Tabel 4.12
Penjurnalan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dilakukan secara teratur
	Tanggapan
	Bobot
	F
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	5
	7
	35
	52,2

	Setuju
	4
	8
	32
	47,8

	Ragu-ragu
	3
	0
	0
	0

	Tidak Setuju
	2
	0
	0
	0

	Sangat Tidak Setuju
	1
	0
	0
	0

	Jumlah
			15
	67
	100


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009
	
Berdasarkan Tabel 4.12 diatas dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 52,2%, setuju sebesar 47,8%, ragu-ragu sebesar 0%, tidak setuju sebesar 0%, dan sangat tidak setuju sebesar 0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan sangat setuju jika Penjurnalan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dilakukan secara teratur.
Tabel 4.13
Penjurnalan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung tidak dilakukan secara teratur
	Tanggapan
	Bobot
	Frekuensi
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	1
	0
	0
	0

	Setuju
	2
	0
	0
	0

	Ragu-ragu
	3
	0
	0
	0

	Tidak Setuju
	4
	5
	20
	28,6

	Sangat Tidak Setuju
	5
	10
	50
	71,4

		Jumlah
	15
	70
	100


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009
	
Berdasarkan Tabel 4.13 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 0%, setuju sebesar 0%, ragu-ragu sebesar 0%, tidak setuju sebesar 28,6%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 71,4%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan sangat tidak setuju jika Penjurnalan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dilakukan secara teratur.

Tabel 4.14
Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan posting ke buku besar telah sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan
	Tanggapan
	Bobot
	Frekuensi
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	5
	11
	55
	77,5

	Setuju
	4
	4
	16
	22,5

	Ragu-ragu
	3
	0
	0
	0

	Tidak Setuju
	2
	0
	0
	0

	Sangat Tidak Setuju
	1
	0
	0
	0

	Jumlah
	15
	71
	100


Sumber : Data primer yang telah diolah, 2009

Berdasarkan Tabel 4.14 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 77,5%, setuju sebesar 22,5%, ragu-ragu sebesar 0%, tidak setuju sebesar 0%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan sangat setuju jika Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan posting ke buku besar telah sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan.

Tabel 4.15
Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan posting ke buku besar tidak sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan

	Tanggapan
	Bobot
	F
	Skor
			%

	Sangat Setuju
	1
	0
	0
	0

	Setuju
	2
	0
	0
	0

	Ragu-ragu
	3
	0
	0
	0

	Tidak Setuju
	4
	3
	12
	16,9

	Sangat Tidak Setuju
	5
	12
	60
	84,5

	Jumlah
	15
	71
	100


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009

Berdasarkan Tabel 4.15 dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 0%, setuju sebesar 0%, ragu-ragu sebesar 0%, tidak setuju sebesar 16,9%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 84,5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan tidak setuju jika Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan posting ke buku besar tidak sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan.

4.1.2.3 	Pelaporan 

Tabel 4.16
Informasi yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Bandung menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan

	Tanggapan
	Bobot
	Frekuensi
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	5
	11
	55
	77,5

	Setuju
	4
	4
	16
	22,5

	Ragu-ragu
	3
	0
	0
	0

	Tidak Setuju
	2
	0
	0
	0

	Sangat Tidak Setuju
	1
	0
	0
	0

	Jumlah
	15
	71
	100


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009
		
Berdasarkan Tabel 4.16 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 77,5%, setuju sebesar 22,5%, ragu-ragu sebesar 0%, Tidak setuju sebesar 0%, dan sangat tidak setuju sebesar 0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan sangat setuju jika Informasi yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Bandung menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.



Tabel 4.17
Informasi yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Bandung tidak menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan

	Tanggapan
	Bobot
	Frekuensi
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	1
	0
	0
	0

	Setuju
	2
	0
	0
	0

	Ragu-ragu
	3
	0
	0
	0

	Tidak Setuju
	4
	4
	16
	22,5

	Sangat Tidak Setuju
	5
	11
	55
	77,5

	Jumlah
	15
	71
	100


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009

Berdasarkan Tabel 4.17 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 0%, setuju sebesar 0%, ragu-ragu sebesar 0%, tidak setuju sebesar 22,5%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 77,5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan sangat tidak setuju jika Informasi yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Bandung tidak menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Tabel 4.18
Laporan arus kas yang disajikan Pemerintah Kota Bandung telah memenuhi standar akuntansi pemerintah, yaitu yang menyajikan informasi kas yang mencakup aktivitas operasional, pembiayaan, saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah Kota Bandung
	Tanggapan
	Bobot
	Frekuensi
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	5
	12
	60
	83,3

	Setuju
	4
	3
	12
	16,7

	Ragu-ragu
	3
	0
	0
	0

	Tidak Setuju
	2
	0
	0
	0

	Sangat Tidak Setuju
	1
	0
	0
	0

	Jumlah
	15
	72
	100


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009

Berdasarkan Tabel 4.18 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 83,3%, setuju sebesar 16,7%, ragu-ragu 0%, tidak setuju 0%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan sangat setuju jika Laporan arus kas yang disajikan Pemerintah Kota Bandung telah memenuhi standar akuntansi pemerintah, yaitu yang menyajikan informasi kas yang mencakup aktivitas operasional, pembiayaan, saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah Kota Bandung.

Tabel 4.19
Laporan arus kas yang disajikan Pemerintah Kota Bandung tidak memenuhi standar akuntansi pemerintah, yaitu yang menyajikan informasi kas yang mencakup aktivitas operasional, pembiayaan, saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah Kota Bandung

	Tanggapan
	Bobot
	Frekuensi
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	1
	0
	0
	0

	Setuju
	2
	0
	0
	0

	Ragu-ragu
	3
	0
	0
	0

	Tidak Setuju
	4
	3
	12
	16,7

	Sangat Tidak Setuju
	5
	12
	60
	83,3

	Jumlah
	15
	72
	100


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009

Berdasarkan Tabel 4.19 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 0%, setuju sebesar 0%, ragu-ragu sebesar 0%, tidak setuju sebesar 16,7%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 83,3%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan sangat tidak setuju jika Laporan arus kas yang disajikan Pemerintah Kota Bandung tidak memenuhi standar akuntansi pemerintah, yaitu yang menyajikan informasi kas yang mencakup aktivitas operasional, pembiayaan, saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah Kota Bandung.
Tabel 4.20
Neraca Pemerintah Kota Bandung menggambarkan posisi keuangan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada periode tertentu

	Tanggapan
	Bobot
	Frekuensi
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	5
	7
	35
	52,2

	Setuju
	4
	8
	32
	47,8

	Ragu-ragu
	3
	0
	0
	0

	Tidak Setuju
	2
	0
	0
	0

	Sangat Tidak Setuju
	1
	0
	0
	0

	Jumlah
	15
	67
	100


Sumber : Data primer yang telah diolah, 2009

Berdasarkan Tabel 4.20 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 52,2%, setuju sebesar 47,8%, ragu-ragu sebesar 0%, tidak setuju sebesar 0%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan sangat setuju jika Neraca Pemerintah Kota Bandung menggambarkan posisi keuangan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada periode tertentu.

Tabel 4.21
Pemerintah Kota Bandung telah membuat catatan atas laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang diantaranya menyajikan informasi tentang kebiakan fiskal/keuangan, pemda APBD, dan pencapaian target undang-undang APBN

	Tanggapan
	Bobot
	Frekuensi
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	5
	9
	45
	65,2

	Setuju
	4
	6
	24
	34,8

	Ragu-ragu
	3
	0
	0
	0

	Tidak Setuju
	2
	0
	0
	0

	Sangat Tidak Setuju
	1
	0
	0
	0

	Jumlah
	15
	69
	100


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009
	Berdasarkan Tabel 4.21 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 65,2%, setuju sebesar 34,8%, ragu-ragu sebesar 0%, tidak setuju sebesar 0%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan sangat setuju jika Pemerintah Kota Bandung telah membuat catatan atas laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang diantaranya menyajikan informasi tentang kebiakan fiskal/keuangan, pemda APBD, dan pencapaian target undang-undang APBN.

4.1.3 	Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah 
Akuntabilitas laporan keuangan daerah mengacu pada Permendagri N0. 13 Tahun 2006. Komponen-komponen akuntabilitas laporan keuangan daerah meliputi : integritas keuangan, pengungkapan laporan keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

4.1.3.1 Integritas Keuangan
Tabel 4.22
Laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung menyajikan informasi laporan keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat
	Tanggapan
	Bobot
	Frekuensi
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	5
	13
	65
	89

	Setuju
	4
	2
	8
	11

	Ragu-ragu
	3
	0
	0
	0

	Tidak Setuju
	2
	0
	0
	0

	Sangat Tidak Setuju
	1
	0
	0
	0

	Jumlah
	15
	73
	100


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009

Berdasarkan Tabel 4.22 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 89%, setuju sebesar 11%, ragu-ragu sebesar 0%, tidak setuju sebesar 0%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan sangat setuju jika Pemerintah Kota Bandung menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangannya.

Tabel 4.23
Laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung tidak menyajikan informasi laporan keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat

	Tanggapan
	Bobot
	Frekuensi
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	1
	0
	0
	0

	Setuju
	2
	0
	0
	0

	Ragu-ragu
	3
	0
	0
	0

	Tidak Setuju
	4
	4
	16
	22,5

	Sangat Tidak Setuju
	5
	11
	55
	77,5

	Jumlah
	15
	71
	100


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009
	
Berdasarkan Tabel 4.23 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 0%, setuju 0%, ragu-ragu sebesar 0%, tidak setuju sebesar 22,5%. sangat tidak setuju sebesar 77,5%, dan yang menyatakan  Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan sangat tidak setuju jika Pemerintah Kota Bandung tidak menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangannya.

Tabel 4.24
Laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung sudah menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya sehingga laporan keuangan tersebut dapat disajikan secara wajar

	Tanggapan
	Bobot
	Frekuensi
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	5
	13
	65
	89

	Setuju
	4
	2
	8
	11

	Ragu-ragu
	3
	0
	0
	0

	Tidak Setuju
	2
	0
	0
	0

	Sangat Tidak Setuju
	1
	0
	0
	          0

	Jumlah
	15
	73
	100


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009

Berdasarkan Tabel 4.24 dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 89%, setuju sebesar 11%, ragu-ragu sebesar 0%, tidak setuju sebesar 0%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan sangat setuju jika laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung sudah menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya sehingga laporan keuangan tersebut dapat disajikan secara wajar.

Tabel 4.25
Laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung tidak menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya sehingga laporan keuangan tersebut tidak disajikan secara wajar

	Tanggapan
	Bobot
	Frekuensi
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	1
	0
	0
	0

	Setuju
	2
	0
	0
	0

	Ragu-ragu
	3
	0
	0
	0

	Tidak Setuju
	4
	2
	8
	11

	Sangat Tidak Setuju
	5
	13
	65
	89

	Jumlah
	15
	73
	100


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009
	
Berdasarkan Tabel 4.25 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 0%, setuju sebesar 0%, ragu-ragu sebesar 0%, tidak setuju sebesar 11%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 89%,. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan sangat tidak setuju jika laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung tidak menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya sehingga laporan keuangan tersebut dapat disajikan secara wajar.


Tabel 4.26
Laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung menyajikan secara wajar laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas

	Tanggapan
	Bobot
	Frekuensi
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	5
	13
	65
	89

	Setuju
	4
	2
	8
	11

	Ragu-ragu
	3
	0
	0
	0

	Tidak Setuju
	2
	0
	0
	0

	Sangat Tidak Setuju
	1
	0
	0
	           0

	Jumlah
	15
	73
	100


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009

Berdasarkan Tabel 4.26 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 89%, setuju sebesar 11%, ragu-ragu sebesar 0%, tidak setuju sebesar 0%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan sangat  setuju jika laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung menyajikan secara wajar laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

	Tabel 4.27				
Laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas

	Tanggapan
	Bobot
	Frekuensi
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	1
	0
	0
	0

	Setuju
	2
	0
	0
	0

	Ragu-ragu
	3
	0
	0
	0

	Tidak Setuju
	4
	7
	28
	41,2

	Sangat Tidak Setuju
	5
	8
	40
	58,8

	Jumlah
	15
	68
	100


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009
	Berdasarkan Tabel 4.27 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 0%, setuju sebesar 0%, ragu-ragu sebesar 0%, tidak setuju sebesar 41,2%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 58,8%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan sangat tidak setuju jika laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung tidak menyajikan secara wajar laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.
	
4.1.3.2 Pengungkapan laporan keuangan
	
Tabel 4.28
Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan
	Tanggapan
	Bobot
	Frekuensi
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	5
	11
	55
	77,5

	Setuju
	4
	4
	16
	22,5

	Ragu-ragu
	3
	0
	0
	0

	Tidak Setuju
	2
	0
	0
	0

	Sangat Tidak Setuju
	1
	0
	0
	0

	Jumlah
	15
	71
	100


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009

Berdasarkan Tabel 4.28 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 77,5%, setuju sebesar 22,5%, ragu-ragu sebesar 0%, tidak setuju sebesar 0%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan sangat setuju jika laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan.











Tabel 4.29
Laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung tidak menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan

	Tanggapan
	Bobot
	Frekuensi
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	1
	0
	0
	0

	Setuju
	2
	0
	0
	0

	Ragu-ragu
	3
	0
		0	
	0

	Tidak Setuju
	4
	3
	12
	16,7

	Sangat Tidak Setuju
	5
	12
	60
	         83,3

	Jumlah
	15
	72
	100


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009

Berdasarkan Tabel 4.29 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 0%, setuju sebesar 0%, ragu-ragu sebesar 0%, tidak setuju sebesar 16,7% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 83,3%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan sangat tidak setuju jika laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung tidak menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan.
				
Tabel 4.30
Dengan adanya pengungkapan laporan keuangan sudah membuat pemakai laporan keuangan paham dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut

	Tanggapan
	Bobot
	Frekuensi
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	5
	6
		30	
	45,5

	Setuju
	4
	9
	36
	54,5

	Ragu-ragu
	3
	0
	0
	0

	Tidak Setuju
	2
	0
	0
	0

	Sangat Tidak Setuju
	1
	0
	0
	0

	Jumlah
	15
	66
	100


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009

Berdasarkan Tabel 4.30 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 45,5%, setuju sebesar 54,5%, ragu-ragu sebesar 0%, tidak setuju sebesar 0%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan setuju jika dengan adanya pengungkapan laporan keuangan sudah membuat pemakai laporan keuangan paham dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut.
	
4.1.4.3 Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
Tabel 4.31
Laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung sudah menunjukkan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
	Tanggapan
	Bobot
	Frekuensi
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	5
	13
	65
	89

	Setuju
	4
	2
	8
	11

	Ragu-ragu
	3
	0
	0
	0

	Tidak Setuju
	2
	3
	0
	0

	Sangat Tidak Setuju
	1
	12
	0
	0

	Jumlah
	15
	73
	100


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009

Berdasarkan Tabel 4.31 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 89%, setuju sebesar 11%, ragu-ragu sebesar 0%, tidak setuju sebesar 0%, sangat tidak setuju sebesar 0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan sangat setuju jika laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung sudah menunjukkan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.





Tabel 4.32
laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung tidak menunjukkan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

	Tanggapan
	Bobot
	Frekuensi
		Skor	
	%

	Sangat Setuju
	1
	0
	0
	0

	Setuju
	2
	0
	0
	0

	Ragu-ragu
	3
	0
	0
	0

	Tidak Setuju
	4
	1
	4
	5,4

	Sangat Tidak Setuju
	5
	14
	70
	         94,6

	Jumlah
	15
	72
	100


Sumber : Data primer yang telah diolah, 2009
	
Berdasarkan Tabel 4.32 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 0%, setuju sebesar 0%, ragu-ragu sebesar 0%, tidak setuju sebesar 5,4%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 94,6%, dan yang menyatakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan sangat tidak setuju jika laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung tidak menunjukkan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tabel 4.33
Laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung telah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah

	Tanggapan
	Bobot
	Frekuensi
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	5
	13
	65
	89

	Setuju
	4
	2
	8
	11

	Ragu-ragu
	3
	0
	0
	0

	Tidak Setuju
	2
	0
	0
	0

	Sangat Tidak Setuju
	1
	0
	0
	0

	Jumlah
	15
	73
	100


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009
		
Berdasarkan Tabel 4.33 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 89%, setuju sebesar 11%, ragu-ragu sebesar 0%, tidak setuju sebesar 0%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan sangat setuju jika Laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung telah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah

Tabel 4.34
Laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung tidak diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah
									
	Tanggapan
	Bobot
	Frekuensi
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	1
	0
	0
	0

	Setuju
	2
	0
	0
	0

	Ragu-ragu
	3
	0
	0
	0

	Tidak Setuju
	4
	3
	12
	16,7

	Sangat Tidak Setuju
	5
	12
	60
	         83,3

	Jumlah
	15
	72
	100


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009
	
Berdasarkan Tabel 4.34 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju 0%, setuju sebesar 0%, ragu-ragu sebesar 0%, tidak setuju sebesar 16,7%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 83,3%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan sangat tidak setuju jika Laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung telah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah.











Tabel 4.35
Laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006

	     Tanggapan	Tanggapan
	Bobot
	Frekuensi
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	5
	8
		40	
	58,8

	Setuju
	4
	7
	28
	41,2

	Netral
	3
	0
	0
	0

	Tidak Setuju
	2
	0
	0
	0

	Sangat Tidak Setuju
	1
	0
	0
	0

	Jumlah
	15
	68
	100


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009

Berdasarkan Tabel 4.35 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 58,8%, setuju sebesar 41,2%, ragu-ragu sebesar 0%, tidak setuju sebesar 0%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan sangat setuju jika Laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Tabel 4.36
Laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung tidak berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006

	Tanggapan
	Bobot
	Frekuensi
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	1
	0
	0
	0

	Setuju
	2
	0
	0
	0

	Ragu-ragu
	3
	0
	0
	0

	Tidak Setuju
	4
	4
	16
	22,5

	Sangat Tidak Setuju
	5
	11
	55
	         77,5

	Jumlah
	15
	71
	100


Sumber : Data primer yang telah diolah, 2009

Berdasarkan Tabel 4.36 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 0%, setuju sebesar 0%, ragu-ragu sebesar 0%, tidak setuju sebesar 22,5%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 77,5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan sangat tidak setuju jika Laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung tidak berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006.
	
4.1 Pembahasan
Setelah sebelumnya dipaparkan mengenai hasil penelitian, maka sekarang akan dilakukan pembahasan dari penelitian tersebut. Pembahasan ini meliputi analisis pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah, analisis pelaksanaan akuntabilitas laporan keuangan daerah, dan analisis pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah.

4.2.1     Analisis Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan keharusan bagi pemerintah daerah, apalagi setelah pemerintah pusat (Depdagri) sudah mengeluarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Pemerintah mengharapkan dengan diterapkannya sistem tersebut dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kota Bandung Sub Bagian Keuangan, maka diperoleh hasil mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, sebagai berikut:



4.2.1.1	Pencatatan
Pencatatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung khususnya bagian keuangan, melakukan pencatatannya dengan menggunakan sistem pencatatan double entry dan menggunakan cash basis selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan accrual basis untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas pemerintah. 
Tabel 4.37
Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Pencatatan 

	No Pertanyaan
	Skor
	Jumlah
	Skor

	
	SS                                
	S
	RR
	TS
	STS
	
	

	1
	14
	1
	-
	-
	-
	15
	74

	2
	9
	6
	-
	-
	-
	15
	69

	3
	-
	-
	-
	4
	11
	15
	71

	4
	12
	3
	
	
	
	15
	72

	5
	-
	-
	-
	3
	12
	15
	72

	Jumlah
	35
	10
	-
	7
	23
	75
	358


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009

Setelah diuraikan gambaran hasil penelitian seluruh responden terhadap masing-masing pernyataan, selanjutnya dibuat kesimpulan dari keseluruhan mengenai metode pencatatan yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban skor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 5 = 375 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk kelima item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 5 = 75 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk kelima item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan kriteria pencatatan pada Pemerintah Kota Bandung, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:
Skor maksimal          : 15 x 5 x 5 = 375	
Skor minimal            : 15 x 1 x 5 = 75
Range                       : 375 – 75 = 300
Jenjang Range          : 300 : 5 = 60
	Kriteria yang digunakan dalam penilaian mengenai metode pencatatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti dibawah ini :
      Tidak Baik	        Kurang Baik	Cukup Baik	      Baik          Sangat Baik

75                        135                        195                      255                  315             358   375
	Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa metode pencatatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dapat dikatakan sangat baik dengan jumlah skor 358. Berdasarkan penentuan jumlah rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden mengenai metode pencatatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung termasuk kedalam kategori sangat baik.

4.2.1.2 Penggolongan dan Pengikhtisaran
Penggolongan dan Pengikhtisaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung sangat baik, hal ini dapat dilihat dengan adanya penjurnalan dan melakukan posting ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung. 
Tabel 4.38
Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Penggolongan dan Pengikhtisaran 

	No Pertanyaan
	Skor
	Jumlah
	Skor

	
	SS                                
	S
	RR
	TS
	STS
	
	

	1
	7
	8
	-
	-
	-
	15
	67

	2
	-
	-
	-
	5
	10
	15
	70

	3
	11
	4
	
	
	
	15
	71

	4
	-
	-
	-
	3
	12
	15
	72

	Jumlah
	18
	12
	
	8
	22
	60
	294


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009

	Setelah diuraikan gambaran hasil penelitian seluruh responden terhadap masing-masing pernyataan, selanjutnya dibuat kesimpulan dari keseluruhan mengenai Penggolongan dan Pengikhtisaran yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban skor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 4 = 300 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk keempat item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 4 = 60 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk keempat item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan kriteria penggolongan dan pengikhtisaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:
Skor maksimal          : 15 x 5 x 4 = 300
Skor minimal            : 15 x 1 x 4 = 60
Range                       : 300 – 60 = 240
Jenjang Range          : 240 : 5 = 48
	Kriteria yang digunakan dalam penilaian mengenai penggolongan dan pengikhtisaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti dibawah ini :
      Tidak Baik	        Kurang Baik	Cukup Baik	      Baik           Sangat Baik	

60                       108                        156                       204                   252           294    300
	Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penggolongan dan pengikhtisaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dapat dikatakan sangat baik dengan jumlah skor 294. Berdasarkan penentuan jumlah rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden mengenai penggolongan dan pengikhtisaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung termasuk kedalam kategori sangat baik.


4.2.1.3  Pelaporan
Pelaporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung meliputi laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.



Tabel 4.39
Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Pelaporan

	No Pertanyaan
	Skor
	Jumlah
	Skor

	
	SS                                
	S
	RR
	TS
	STS
	
	

	1
	11
	4
	-
	-
	-
	15
	71

	2
	-
	-
	-
	4
	11
	15
	71

	3
	12
	3
	-
	-
	-
	15
	72

	4
	-
	-
	-
	3
	12
	15
	72

	5
	7
	8
	-
	-
	-
	15
	67

	6
	9
	6
	-
	-
	-
	15
	69

	Jumlah
	39
	  21
	-
	7
	23
	90
	422


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009
	Setelah diuraikan gambaran hasil penelitian seluruh responden terhadap masing-masing pernyataan, selanjutnya dibuat kesimpulan dari keseluruhan mengenai pelaporan pada Pemerintah Kota Bandung. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban skor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 6 = 450 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk keenam item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 6 = 90 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk keenam item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan kriteria pelaporan pada Pemerintah Kota Bandung, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:
Skor maksimal          : 15 x 5 x 6 = 450
Skor minimal            : 15 x 1 x 6 = 90
Range                       : 450 – 90 = 360
Jenjang Range          : 360 : 5 = 72
	Kriteria yang digunakan dalam penilaian mengenai pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti dibawah ini :
      Tidak Baik	        Kurang Baik	Cukup Baik	      Baik         Sangat Baik	

90                     162                      234                   306                378           422    450
	Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan pelaporan pada Pemerintah Kota Bandung dapat dikatakan sangat baik dengan jumlah skor 422. Berdasarkan penentuan jumlah rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden terhadap pelaporan pada Pemerintah Kota Bandung termasuk kedalam kategori sangat baik.	
	Kesimpulan mengenai pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah dapat dilihat berdasarkan nilai skor masing-masing indikator sistem akuntansi keuangan daerah pada tabel 4.40 berikut ini :

Tabel 4.40
Rekapitulasi Total Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
							
	No
	Indikator
	Skor
	Kategori

	1
	Pencatatan
	358
	Sangat Baik

	2
	Penggolongan dan Pengikhtisaran
	280
	Sangat Baik

	3
	Pelaporan
	422
	Sangat Baik

	Jumlah
	1060
	Sangat Baik


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009
Berdasarkan jumlah skor 1060 di atas, maka penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat dikatakan sangat baik. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban skor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 15 = 1125 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk setiap item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 15 = 225 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk setiap item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan kriteria penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan :
Skor maksimal	: 15 x 5 x 15 = 1125	
Skor minimal		: 15 x 1 x 15 = 225
Range			: 1125 – 225 = 900
Jenjang Range		: 900 : 5 = 180
	Kriteria yang digunakan dalam penilaian sistem akuntansi keuangan daerah Pemerintah Kota Bandung yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti di bawah ini :
      Tidak Baik	        Kurang Baik	Cukup Baik	      Baik          Sangat Baik	

225                      405                        585                      765                 945         1060  1125
	Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah Pemerintah Kota Bandung dikatakan sangat baik dengan jumlah skor 1060. Berdasarkan penentuan jumlah rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden mengenai pelaksanaan sistem akuntansi keuangan Pemerintah Kota Bandung termasuk kedalam kategori sangat baik. 
	Sistem akuntansi keuangan daerah Pemerintah Kota Bandung dikatakan sangat baik, karena sistem akuntansi keuangan daerah Pemerintah Kota Bandung ssudah memenuhi kriteria yang terdiri dari pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran, serta pelaporan hal tersebut telah sesuai dengan teori yang  dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2006.

4.2.2     Analisis Pelaksanaan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah
Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

4.2.2.1  Integritas Keuangan
	Integritas dapat diartikan sebagai kejujuran, keterpaduan, kebulatan dan keutuhan. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa integritas keuangan Pemerintah Kota Bandung sangat baik. Hal ini dilihat dari informasi yang diberikan Pemerintah Kota Bandung mengenai laporan keuangannya sudah terbuka. 




Tabel 4.41
Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Integritas Keuangan

	No Pertanyaan
	Skor
	Jumlah
	Skor

	
	SS                                
	S
	RR
	TS
	STS
	
	

	1
	13
	2
	-
	-
	-
	15
	73

	2
	-
	-
	-
	4
	11
	15
	71

	3
	13
	2
	-
	-
	-
	15
	73

	4
	-
	-
	-
	2
	13
	15
	73

	5
	13
	2
	-
	-
	-
	15
	73

	6
	-
	-
	-
	7
	8
	15
	68

	Jumlah
	39
	6
	-
	13
	32
	90
	431


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009
	
	Setelah diuraikan gambaran hasil penelitian seluruh responden terhadap masing-masing pernyataan, selanjutnya dibuat kesimpulan dari keseluruhan mengenai integritas keuangan. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban skor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 6 = 450 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk keenam item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 6 = 90 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk keenam item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan kriteria integritas keuangan, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:
Skor maksimal          : 15 x 5 x 6 = 450
Skor minimal            : 15 x 1 x 6 = 90
Range                       : 450 – 90 = 360
Jenjang Range          : 360 : 5 = 72
	Kriteria yang digunakan dalam penilaian mengenai integritas keuangan yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti dibawah ini :
      Tidak Baik	        Kurang Baik	Cukup Baik	      Baik          Sangat Baik	

90                       162                         234                      306                  378            431   450
	Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa integritas keuangan dapat dikatakan sangat baik dengan jumlah skor 431. Berdasarkan penentuan jumlah rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden mengenai integritas keuangan termasuk kedalam kategori sangat baik.

4.2.2.2 Pengungkapan Laporan Keuangan
	Konsep full disclosure (pengungkapan lengkap) mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan potret dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintah untuk suatu periode dan berisi cukup informasi. Yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan sehingga membuat pemakai laporan keuangan paham dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut.
	Pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Kota bandung dapat dikatakan sangat baik. Hal ini dilihat dari informasi yang disajikan untuk pengguna laporan keuangan sudah lengkap. 









Tabel 4.42
Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Pengungkapan Laporan Keuangan

	No Pertanyaan
	Skor
	Jumlah
	Skor

	
	SS                                
	S
	RR
	TS
	STS
	
	

	1
	11
	4
	-
	-
	-
	15
	71

	2
	-
	-
	-
	3
	12
	15
	72

	3
	6
	9
	-
	-
	-
	15
	66

	Jumlah
	17
	13
	-
	3
	12
	45
	209


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2009

	Setelah diuraikan gambaran hasil penelitian seluruh responden terhadap masing-masing pernyataan, selanjutnya dibuat kesimpulan dari keseluruhan mengenai integritas keuangan. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban skor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 3 = 225 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk ketiga item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 3 = 45 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk ketiga item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan kriteria pengungkapan laporan keuangan, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:
Skor maksimal          : 15 x 5 x 3 = 225
Skor minimal            : 15 x 1 x 3 = 45
Range                       : 225 – 45 = 180
Jenjang Range          : 180 : 5 = 36
	Kriteria yang digunakan dalam penilaian mengenai pengungkapan laporan keuangan yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti dibawah ini :
      Tidak Baik	        Kurang Baik	Cukup Baik	      Baik         Sangat Baik		

45                        81                          117                      153                189             209    225
	Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan laporan keuangan dapat dikatakan sangat baik dengan jumlah skor 209. Berdasarkan penentuan jumlah rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden mengenai pengungkapan laporan keuangan termasuk kedalam kategori sangat baik.

4.2.2.3 Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
	Laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung telah mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terlihat dari laporan keuangan yang berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006. 
Tabel 4.43
Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Ketaatan Pemerintah Kota Bandung Terhadap Peraturan Perundang-undangan

	No Pertanyaan
	Skor
	Jumlah
	Skor

	
	SS                                
	S
	RR
	TS
	STS
	
	

	1
	13
	2
	-
	-
	-
	15
	73

	2
	-
	-
	-
	1
	14
	15
	74

	3
	13
	2
	
	
	
	15
	73

	4
	-
	-
	-
	3
	12
	15
	72

	5
	8
	7
	-
	-
	-
	15
	68

	6
	-
	-
	-
	4
	11
	15
	71

	Jumlah
	34
	11
	-
	8
	37
	90
	431


Sumber : Data primer yang telah di olah, 2008	

	Setelah diuraikan gambaran hasil penelitian seluruh responden terhadap masing-masing pernyataan, selanjutnya dibuat kesimpulan dari keseluruhan mengenai ketaatan Pemerintah Kota Bandung terhadap peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban skor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 6 = 450 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk keenam item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 6 = 90 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk keenam item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan kriteria ketaatan Pemerintah Kota Bandung terhadap peraturan perundang-undangan, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:
Skor maksimal          : 15 x 5 x 6 = 450
Skor minimal            : 15 x 1 x 6 = 90
Range                       : 450 – 90 = 360
Jenjang Range          : 360 : 5 = 72
	Kriteria yang digunakan dalam penilaian mengenai ketaatan Pemerintah Kota Bandung terhadap peraturan perundang-undangan yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti dibawah ini :
      Tidak Baik	        Kurang Baik	Cukup Baik	      Baik         Sangat Baik		

90                       162                         243                      306                  378           431     450               
	Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ketaatan Pemerintah Kota Bandung terhadap peraturan perundang-undangan dikatakan sangat baik dengan jumlah skor 431. Berdasarkan penentuan jumlah rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden mengenai ketaatan Pemerintah Kota Bandung terhadap peraturan perundang-undangan termasuk kedalam kategori sangat baik.
	Kesimpulan mengenai akuntabilitas laporan keuangan daerah dapat dilihat berdasarkan nilai skor masing-masing indikator akuntabilitas laporan keuangan daerah pada tabel 4.44 berikut ini :
						
Tabel 4.44
Rekapitulasi Total Indikator Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah

	No
	Indikator
	Skor
	Kategori

	1
	Integritas Keuangan
	431
	Sangat Baik

	2
	Pengungkapan Laporan Keuangan
	209
	Sangat Baik

	3
	Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
	431
	Sangat Baik

	Jumlah
	1071
	Sangat Baik


Sumber : Data primer yang telah diolah, 2009

Berdasarkan jumlah skor 1071 di atas, maka akuntabilitas laporan keuangan daerah dapat dikatakan sangat baik. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban skor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 15 = 1125 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk setiap item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 15 = 225 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk setiap item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan akuntabilitas laporan keuangan daerah, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan:
Skor maksimal	: 15 x 5 x 15 = 1125	
Skor minimal		: 15 x 1 x 15 = 225
Range			: 1125 – 225 = 900
Jenjang Range		: 900 : 5 = 180
	Kriteria yang digunakan dalam penilaian akuntabilitas laporan keuangan daerah yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti di bawah ini :
      Tidak Baik	        Kurang Baik	Cukup Baik	      Baik          Sangat Baik		

225                     405                        585                      765                   945         1071   1125               
	Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan daerah dapat dikatakan sangat baik dengan jumlah skor 1071. Berdasarkan penentuan jumlah rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden mengenai akuntabilitas laporan keuangan daerah termasuk kedalam kategori sangat baik. 
	Akuntabilitas laporan keuangan daerah Pemerintah Kota Bandung dikatakan sangat baik karena meliputi integritas keuangan, pengungkapan laporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan hal tersebut  sesuai dengan teori yang  dikemukakan oleh Ihyaul Ulum dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik”

4.2.3   Analisis Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap   Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah
	Untuk membuktikan penelitian ini sesuai atau tidak dengan hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, maka perlu dilakukan pengujian hipotesis agar hasil penelitian ini lebih terpercaya dan teruji kebenarannya. Pengujian hipotesis ini meliputi pengujian validitas, pengujian reliabilitas, penetapan hipotesis, uji statistik, penghitungan koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis itu sendiri.

4.2.3.1  Pengujian Validitas	
Uji Validitas ini bertujuan untuk menguji sejauh mana alat ukur, dalam hal ini kuesioner mengukur apa yang akan diukur. Dengan menggunakan rumus teknik korelasi rank spearman, guna menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pertanyaan- signifikasi 0,3 yang diperoleh dari tabel nilai kritis korelasi rank spearman. Apabila pertanyaan mana yang valid dan yang tidak valid, dengan mengkorelasikan data tersebut dengan tingkat alat ukur tersebut berada <0.3 maka pertanyaan tersebut tidak valid, dan jika >3 maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Untuk menguji validitas item tersebut dengan menggunakan Software SPSS 13.0 for Windows. Hasil dari validitas data tersebut dapat dilihat pada tabel 4.45 yaitu :
Tabel 4.45
Hasil Uji Validitas Instrumen
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Variabel X)

	No item
	rs hitung
	rs kritis
	Keterangan

	1
	0,566
	0.3
			VALID

	2
	0,613
	0.3
	VALID

	3
	0,662
	0.3
	VALID

	4
	0,474
	0.3
	VALID

	5
	0,474
	0.3
	VALID

	6
	0.403
	0.3
	VALID

	7
	0,557
	0.3
	VALID

	8
	0,345
	0.3
	VALID

	9
	0,607
	0.3
	VALID

	10
	0.524
	0.3
	VALID

	11
	0,524
	0.3
	VALID

	12
	0,370
	0.3
	VALID

	13
	0,607
	0.3
	VALID

	14
	0,755
	0.3
	VALID

	15
	0.613
	0.3
	VALID


Sumber:Data primer yang telah di olah,2009

	Berdasarkan tabel 4.45 dapat disimpulkan semua pertanyaan instrumen sistem akuntansi keuangan daerah (Variabel X) valid untuk digunakan dalam proses pengolahan analisis data, karena hasil korelasi tiap item menghasilkan nilai yaitu rs hitung > rs tabel, sehingga validitas terpenuhi. 

Tabel 4.46
Hasil Uji Validitas Instrumen
Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah (Variabel Y)

	No Item
	rs hitung
	rs kritis
	Keterangan

	1
	0,412
	0.3
	VALID

	2
	0,566
	0.3
	VALID

	3
	0,577
	0.3
	VALID

	4
	0,610
	0.3
	VALID

	5
	0,363
	0.3
	VALID

	6
	0,416
	0.3
	VALID

	7
	0,469
	0.3
	VALID

	8
	0,585
	0.3
	VALID

	9
	0,814
	0.3
	VALID

	10
	0,693
	0.3
	VALID

	11
	0,449
	0.3
	VALID

	12
	0,727
	0.3
	VALID

	13
	0,549
	0.3
	VALID

	14
	0,592
	0.3
	VALID

	15
	0,326
	0.3
	VALID


Sumber:Data primer yang telah diolah, 2009

	Berdasarkan tabel 4.46 maka dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan instrumen akuntabilitas laporan keuangan daerah (Variabel Y) valid untuk digunakan dalam proses pengolahan analisis data, karena semua hasil korelasi tiap item menghasilkan nilai yaitu rs hitung > rs tabel, sehingga validitas terpenuhi.

4.2.3.2   Pengujian Reliabilitas
	Uji reliabilitas instrument bertujuan untuk mengukur suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulang dua kali atau lebih, adapun cara perhitungannya adalah dengan menggunakan SPSS 13.0 For Windows. Pengujian reliabilitas instrumen menggunakan Split Half Methode           (Spearman Brown Correlation) teknik belah dua, untuk keperluan ini maka butir-butir instrumen dibelah dua kelompok yaitu kelompok instrumen ganjil dan kelompok instrumen genap selanjutnya skor total dari dua kelompok tersebut dimasukkan dalam tabel yang berbeda, kemudian dicari korelasinya denggan menggunakan SPSS 13.0 for Windows dengan rumus-rumus Rank Spearman. 

Tabel 4.47
Skor Kelompok Ganjil dan Kelompok Genap

	Responden
	Skor Kelompok Ganjil
	Skor Kelompok Genap

	1
	79
	70

	2
	78
	69

	3
	76
	66

	4
	77
	68

	5
	77
	66

	6
	79
	67

	7
	73
	66

	8
	79
	66

	9
	76
	63

	10
	75
	60

	11
	75
	64

	12
	72
	64

	13
	75
	67

	14
	76
	63

	15
	78
	67

	Jumlah
	1145
	896


Sumber:Data primer yang telah diolah, 2009



Tabel 4.48
Hasil Uji Reliabilitas
 (
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Didapat rb = 0.590 kemudian dimasukkan dalam rumus spearman brown, dan perhitungan sebagai berikut:
	      
                                       2 . rb
	ri =  
	      1 + rb

	      2 . 0,603
	ri =  
	      1 + 0,603

                                       1,206
	ri =  
	        1,603

	ri =  0,752339

	ri =  0,752

	Dari hasil perhitungan diatas diperoleh nilai rhitung = 0,742 sementara dari tabel dapat dilihat bahwa untuk n = 15, pada taraf signifikan 0,05 diperoleh rtabel 0,05 = 0,514. Hasil rhitung > rtabel dengan nilai (0,752 > 0,514). Maka disimpulkan antara variabel (X) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y) Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah dikatakan reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian.
4.2.3.3   Pengujian Hipotesis
	Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis ini adalah sebagai berikut:
1. Uji Korelasi Rank Spearman
 	Dalam pembahasan ini penulis akan membahas data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dan pengujian hipotesis dihitung berdasarkan korelasi rank spearman. Langkah-langkah pengujian:
A.          Penelitian
1.    Skor perhitungan masing-masing responden dari kuesioner Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Variabel X) dapat dilihat pada tabel dibawah ini, yaitu:

Tabel 4.49
Skor Perhitungan Kuesioner Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
 (Variabel X)

	Responden
	Skor
Variabel X

	1
	75

	2
	75

	3
	70

	4
	73

	5
	72

	6
	74

	7
	69

	8
	71

	9
	69

	10
	67

	11
	69

	12
	67

	13
	69

	14
	69

	15
	71

	Jumlah
	1060


Sumber: Data primer yang telah di olah, 2009
2.  Skor perhitungan masing-masing responden dari kuesioner Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah (Variabel Y) dapat dilihat pada tabel dibawah ini, yaitu:
	
Tabel 4.50
Skor Perhitungan Kuesioner Akuntabilitas Laporan Keuangan Dearah
 (Variabel Y)

	Responden
	Nilai
Variabel Y

	1
	74

	2
	72

	3
	72

	4
	72

	5
	71

	6
	71

	7
	70

	8
	74

	9
	70

	10
	70

	11
	68

	12
	70

	13
	73

	14
	70

	15
	74

	Jumlah
	1071


Sumber: Data primer yang telah di olah, 2009

3.  Menghitung rangking variabel X dan Y, dengan melihat skor perhitungan kuesioner 
pada tabel 4.49 dan tabel 4.50 perhitungan ranking tersebut bisa dilihat pada tabel sebagai berikut:






Tabel 4.51
Tabel Penolong Perhitungan Korelasi Rank Spearman

	No Responden
	X
	Y
	R Xi
	R Yi
	(R Xi)2
	(R Yi)2
	(R Xi) (R Yi)

	1
	75
	74
	14,5
	14
	210,25
	196
	203

	2
	75
	72
	14,5
	9,5
	210,25
	90,25
	137,75

	3
	70
	72
	8
	9,5
	64
	90,25
	76

	4
	73
	72
	12
	9,5
	144
	90,25
	114

	5
	72
	71
	11
	7
	121
	49
	77

	6
	74
	72
	13
	9,5
	169
	90,25
	123,5

	7
	69
	70
	5
	4,5
	25
	20,25
	22,5

	8
	71
	74
	9,5
	14
	90,25
	196
	133

	9
	69
	70
	5
	4,5
	25
	20,25
	22,5

	10
	67
	68
	1,5
	1
	2,25
	1
	1,5

	11
	69
	70
	5
	4,5
	25
	20,25
	22,5

	12
	67
	69
	1,5
	2
	2,25
	4
	3

	13
	69
	73
	5
	12
	25
	144
	60

	14
	69
	70
	5
	4,5
	25
	20,25
	22,5

	15
	71
	74
	9,5
	14
	90,25
	196
	133

	Jumlah
	1060
	1071
	120
	120
	1228,5
	1228
	1151,75


Sumber: Data primer yang telah di olah, 2009



B.          Statistik Hitung
 	Perhitungan nilai statistika pada penelitian ini menggunakan analisis korelasi rank spearman, adapun rumus dari korelasi rank spearman untuk data kembar adalah sebagai berikut:
		                              
                                 ∑R(Xi)R(Yi)-n    n + 1   2	
                                                                 2
rs =                    n			      
                ∑R2(Xi) – n    n + 1  2    ∑R2(Yi) – n   n + 1     2
                        i=1                              2                                     2



Keterangan:
rs = Koefisien korelasi rank spearman
n  = Banyaknya sampel
X  = Sistem akuntansi keuangan daerah
Y  = Akuntabilitas laporan keuangan daerah
R (Xi) = Rank pada X untuk data ke-i 
R (Yi) = Rank pada Y untuk data ke-i 

		1151,75 – 15    15 + 1   2
   rs = 		                          2
                1228,5- 15   15 + 1  2      1228 – 15    15 + 1   2
	        2			     2
  
  =    
	
  =   	
              
   =    

   =   =   0,714818577 ~ 0.715 ( dibulatkan )
				



Analisis :
 	Nilai korelasi sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah adalah 0,715 maka hubungan ini menurut aturan kriteria Guilford termasuk hubungan yang kuat.
	 Di atas telah dilakukan hipotesis secara manual sementara berikut ini hasil rs yang diperoleh dengan menggunakan SPSS 13.0 for windows.

Tabel 4.52
Uji Hipotesis Rank Spearman
Correlations

	 
	 
	 
	sistem akuntansi keuangan daerah
	akuntablitas laporan keuangan daerah

	Spearman's rho
	sistem akuntansi keuangan daerah
	Correlation Coefficient
	1,000
	,715(*)

	 
	 
	Sig. (2-tailed)
	.
	,003

	 
	 
	N
	15
	15

	 
	akuntablitas laporan keuangan daerah
	Correlation Coefficient
	,715(*)
	1,000

	 
	 
	Sig. (2-tailed)
	,003
	.

	 
	 
	N
	15
	15


*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Dari hasil di atas baik pengujian hipotesis secara manual maupun dengan menggunakan SPSS 13.0 for windows dapat dilihat bahwa rs = 0,715
	Untuk mengetahui seberapa besar presentase pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah ( variabel X ) terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah      ( variabel Y ).
	Maka penulis menggunakan analisis koefisien determinasi ( Kd ), dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
	Kd = rs2 x 100%


Keterangan :
Kd  = koefisien determinasi
rs    = koefisien korelasi rank spearman
Kd  = 0 berarti pengaruh variabel X terhadap Y lemah
Kd  = 100% berarti pengaruh variabel X terhadap Y kuat
			Kd = rs2 x 100%
                         Kd = ( 0,715)2 x 100%
                         Kd = 0,51225 x 100%
                         Kd =  51,12 %
	Dari hasil perhitungan diatas maka dapat dikatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah (variabel X) berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah (variabel Y) sebesar 51,12%. Berarti sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 51,12% dipengaruhi oleh akuntabilitas laporan keuangan daerah, dan sisanya yaitu 100% - 51,12% = 48,88% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti penulis, seperti mentalitas Pejabat berwenang sebagai bagian dari dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran, prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajerial sebagai bagian dari dimensi akuntabilitas manajerial, tujuan awal dari sistem itu sendiri sebagai bagian dari dimensi akuntabilitas program, pertanggungjawaban kualitas laporan keuangan sebagai bagian dari akuntabilitas finansial, serta kebijakan lainnya yang diambil Pemerintah selain kebijakan sistem itu sendiri.


C.          Uji Statistik
	Uji statistik yang digunakan adalah uji t dengan rumus sebagai berikut:
thitung =  rs √ n – 2
                √ 1 – rs2	
thitung =     0.715 √ 15 – 2	
                  √ 1 – ( 0.976 )2

thitung =        2,577315	
                   0,69931
thitung =  3,685512 ~ 3,69 ( dibulatkan )

dimana :     jika thitung > dari ttabel , maka Ho ditolak, Ha diterima
                   jika thitung < dari ttabel , maka Ho diterima, Ha ditolak
dengan taraf signifikan α= 0.05 ( 5% ) dan dk = 15 – 2 = 13 maka,ttabel = 2,160	
 	jadi thitung 3,69 > ttabel 2,160; maka Ho ada pada daerah penolakan berarti Ha diterima atau pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif dalam menunjang akuntabilitas laporan keuangan daerah.
[image: ]
    -3,69        -2,160	                                     0	                                2,160          3,69
Gambar 4.1
Kurva t Distribusi (Uji Dua Pihak)



4.2.3.4   Kesimpulan Uji Hipotesis
Dari hasil pengolahan data baik pengujian hipotesis secara manual maupun dengan menggunakan SPSS 13.0 for windows dapat dilihat bahwa didapat koefisien korelasi rank spearman sebesar rhitung = 0,715 maka hubungan ini menurut aturan kriteria guilford termasuk kedalam hubungan yang kuat karena keeratannya sangat besar. Karena thitung 3,69  > ttabel  2,160 pada taraf kesalahan 5%, maka Ho ditolak dan Ha diterima berarti pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah atau adanya korelasi searah antara variabel–variabel yang diuji, setiap kenaikan nilai variabel (X) yaitu sistem akuntansi keuangan daerah diikuti dengan nilai variabel (Y) yaitu akuntabilitas laporan keuangan daerah.
Jika dibandingkan dengan teori yang menghubungkan antara variabel (X) yaitu sistem akuntansi keuangan daerah dengan variabel (Y) yaitu akuntabilitas laporan keuangan daerah, maka hasil penelitian ini telah sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh Indra Bastian dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik”.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori tersebut mendukung hasil penelitian ini. Hasil penelitian menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah dan tentunya ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan dalam teori.
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